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	Pengantar

	
		Dalam modul ini membahas materi tentang mekanisme pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu meliputi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu,  ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu serta dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
	Tujuannya agar peserta didik memahami dan terampil melaksanakan pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur.

	
	





	[image: ]
	Kompetensi  Dasar  

	
	Memahami dan terampil melaksanakan pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur.
Indikator Hasil Belajar :
1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu.
2. Menjelaskan  ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
3. Menjelaskan mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
4. [bookmark: _GoBack]Menjelaskan dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
5. Mempraktekkan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
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	Materi  Pokok

	
	Pokok bahasan :
Pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur.
Sub pokok bahasan :
1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu.
2. Ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
3. Mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
4. Dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode pembelajaran  yang digunakan dalam modul ini menggunakan metode yang bervariatif meliputi :
1.	Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu, ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu serta dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
2.	Metode tanya jawab dapat dilakukan untuk menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu, ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu serta dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
3.	Metode penugasan digunakan untuk membuat rangkuman atau resume terhadap seluruh materi pelajaran yang telah diberikan. 
4.   Metode simulasi digunakan untuk mensimulasikan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
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	Bahan dan Alat

	
	1. Bahan:
a. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
b. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI nomor 7/PB/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pada Polri. 
1. Alat :
a. White Board.
b. Laptop.
c. LCD.
d. Layar/LCD.
e. Proyektor/LCD.
f. Spidol/Penghapus.
g. Kertas HVS.
h. Papan flip chart.
i. Kertas flip chart.
j. Alat tulis.
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	Proses  Pembelajaran

	
	
1. Tahap awal:  10 menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :
a. Melaksanakan refleksi.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c. Menggali pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.
2. Tahap inti : 160 menit
a. Pendidik menjelaskan materi tentang pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu, ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
b. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yangbelum dipahami.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk *mensimulasikan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
d. Pendidik memfasilitasi pelaksanaan simulasi.
3. Tahap Akhir : 10 menit
a. Penguatan materi :
Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran 
b. Cek penguasaan materi :
Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran. 
4. Ujian Sumatif : 90 menit
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	Tagihan / Tugas

	
	
1. Mensimulasikan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
2. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil tugas resume tentang mekanisme pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
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	Lembar  Kegiatan

	
	 
- 
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	Bahan  Bacaan

	
	
MEKANISME PENCAIRAN DANA MELALUI BIDKEU/PUSKEU

1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Pencairan Dana ke Bidkeu/Puskeu.

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
b. Keputusan otorisasi adalah dokumen anggaran lain yang dipersamakan dengan DIPA.
c. Anggaran yang bersifat khusus adalah anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat kontinjensi, darurat atau mendadak.
d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
e. Tunjangan kinerja (Tunkin) adalah tunjangan yang diberikan sebagai reward atas prestasi yang telah diraih oleh anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi.
f. Perjalananan Dinas (Jaldis) Mutasi adalah jaldis dalam negeri yang dilakukan untuk melaksanakan tugas mutasi bagi kepentingan negara dari kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru menurut Keputusan mutasi dari pimpinan Polri beserta keluarga yang sah.
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
h. Pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pencairan Dana yang Dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.

a. Secara teknis, proses pencairan anggaran untuk dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, dilakukan oleh Kapuskeu selaku KPA ke KPPN dengan menggunakan mekanisme LS dan/atau mekanisme TUP.
b. Kapuskeu Polri menyalurkan dana kepada Kabidkeu Mabes/Polda berdasarkan Keputusan Otorisasi Kapolri dan/atau dokumen yang dipersamakan.
c. Dalam rangka penyaluran dana-dana tersebut, Kapuskeu Polri dan Kabidkeu Mabes/Polda membuka rekening pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
d. Dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu tetap dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dokumen Perwabkeu  dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Pada akhir tahun anggaran, sisa dana dari anggaran yang bersifat khusus yang tidak digunakan disetor ke Kas Negara.

3. Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dana yang Dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.

a.   	Kontinjensi.
1) Pencairan anggaran kontijensi dilakukan dengan  Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh  Kapuskeu  kepada KPPN.
2) Kapuskeu Polri menyalurkan anggaran kontinjensi kepada Kabidkeu Mabes/Polda berdasarkan keputusan otorisasi Kapolri dan/atau dokumen yang dipersamakan.

3) Bidkeu yang menerima dana kontijensi paling lama 1 (satu) bulan wajib menyampaikan administrasi perwabkeu kepada Bidkeu/Puskeu  Polri terdiri dari, sbb:
a) Bukti kuitansi penerimaan dana bersifat khusus/kontijensi.
b) Rincian penggunaan anggaran.
c) SPTJM.
4)  	Satker yang menerima Perintah Pelaksanaan Kegiatan (P2K) mengajukan tagihan kepada Kabidkeu Mabes/Polda  dengan kelengkapan dokumen administrasi Perwabkeu sesuai ketentuan perundang-undangan.
b.   	Tunjangan kinerja
1) Pencairan anggaran tunjangan kinerja dilakukan dengan  mekanisme LS oleh  Kapuskeu  kepada KPPN setiap bulan.
2) Kapuskeu Polri menyalurkan dana tunjangan kinerja kepada Kabidkeu Mabes/Polda berdasarkan surat perintah yang dipersamakan dengan keputusan otorisasi Kapolri.
3) Kabidkeu Mabes/Polda setiap bulan (T+15) mengajukan kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja dengan dilengkapi :
a) Daftar rekapitulasi pembayaran Tunkin per Satker.
b) Daftar rekapitulasi penerimaan Tunkin per kelas jabatan yang dibuat terpisah antara Polri dan PNS.
4) 	Satker setiap bulan (T+10) mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Kabidkeu Mabes/Polda dengan dilengkapi;
a) Daftar rekapitulasi perhitungan penerimaan Tunkin yang dibuat terpisah antara Polri dan PNS.
b) Daftar pembayaran Tunkin dibuat terpisah antara Polri dan PNS, ditandatangani oleh Kaurkeu/Bensatker dan Kasatker.
c) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kasatker.

d) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat terpisah antara Polri dan PNS serta ditandatangani Kasatker.
e) Surat kuasa bagi pegawai yang tidak bisa menandatangani daftar pembayaran karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c.   	Jaldis Mutasi 
1) Pencairan anggaran Jaldis mutasi dilakukan dengan  mekanisme LS oleh  Kapuskeu  kepada KPPN setiap bulan atau sesuai kebutuhan.
2) Pengajuan biaya Jaldis mutasi dari Satker Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya, dan antar Polda, diajukan kepada As SDM Kapolri u.p. Karo Watpers.
3) Pengajuan biaya Jaldis mutasi di lingkungan Polda, diajukan kepada Karo SDM Polda.
4) Asrena Kapolri menerbitkan otorisasi biaya Jaldis mutasi kepada As SDM Kapolri untuk Satker di lingkungan Mabes Polri dan Karorena Polda menerbitkan Perintah Pelaksanaan Kegiatan (P2K) kepada Karo SDM Polda.
5) Kapuskeu Polri menyalurkan dana Jaldis Mutasi kepada Kabidkeu Mabes/Polda berdasarkan Keputusan Otorisasi Kapolri dan/atau dokumen yang dipersamakan.
6) As SDM Kapolri mengajukan tagihan kepada Kabidkeu I Mabes untuk satker di lingkungan Mabes Polri dan Karo SDM Polda kepada Kabidkeu Polda untuk Satker di lingkungan Polda, dengan kelengkapan perwabkeu sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Ketentuan lain :
a)  	Untuk Satker di lingkungan Mabes Polri, yang masih berada di wilayah Polda Metro Jaya tidak mendapatkan biaya Jaldis mutasi.
b)   	Untuk Satker di lingkungan Polda, yang masih berada di satu kota tidak mendapatkan biaya Jaldis mutasi.

4. Dana-dana yang Dibayarkan Melalui Bidkeu/Puskeu.

a.   	Kontinjensi
1)    	Dasar :  
a) Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No: Per-07/PB/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada Polri.
b) ST  Kapolri  No : ST/794/IV/2013  tanggal  22 April 2013  tentang  Mekanisme Pencairan Anggaran yang Bersifat Khusus/Kontijensi.
2)       Anggaran Kontinjensi dialokasikan untuk 4 (empat) kegiatan  operasi yaitu :
a) Aman Nusa 1 untuk penangangan konflik social.
b) Aman Nusa 2 untuk penanganan bencana.
c) Aman Nusa 3 untuk penanganan terorisme.
d) Aman Nusa 4 untuk pengamanan VVIP.  
b.   	Tunjangan kinerja 
1)   	Dasar :
a) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di lingkungan Polri. 
2)   	Pemberian tunjangan kinerja :
a) Pegawai negeri pada Polri selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
b) Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai Negeri pada Polri yang bekerja secara penuh dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang dibebankan kepada yang bersangkutan, berdasarkan penilaian SMK.
c) Besarnya indeks tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan.
d) Besaran indek tunjangan kinerja ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
e) Tunjangan kinerja dibayarkan secara on top artinya tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan selama ini tetap berlaku. 
3)  	Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang :
a) Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Polri.
b) Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
c) Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
d) Diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Polri.
e) Diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
f) Tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan. 
4)   	Pengurangan tunjangan kinerja :
a) Pegawai Negeri pada Polri yang tidak memenuhi hari dan jam kerja dilaksanakan pengurangan tunjangan kinerja.
b) Pengurangan tunjangan kinerja dinyatakan dalam prosentase (%) dari tunjangan kinerjanya.
c) Pengurangan tunjangan kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 		
(1) Tidak hadir dalam bekerja dikurangi 5% per hari dari Tunjangan Kinerja;
(2) Terlambat datang dan/atau pulang sebelum waktunya dipotong 0,6 % per jam dari Tunjangan Kinerja, lebih dari 3 jam dihitung 1 hari dengan potongan 5% dari Tunjangan Kinerja.
d) 	Pengurangan tunjangan kinerja tidak berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri yang tidak hadir bekerja karena:
(1) Mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar.
(2) Sedang menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri.
(3) Sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas.
(4) Cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.
(5) Mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.
c.   	Jaldis mutasi 
1)   	Dasar :
Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Polri.
2)   	Jenis biaya Jaldis mutasi, terdiri dari :
a)  	Biaya transport.
b)   	Biaya angkutan barang.
c)   	Uang harian.
3)  	Satuan biaya transport, biaya angkutan barang dan uang harian ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
4)  	Dasar perhitungan untuk menetapkan biaya Jaldis mutasi yang dibayarkan berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
5) 	Pembayaran biaya Jaldis mutasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang besaran indeksnya ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
6)   	Penggolongan Jaldis Mutasi :  
a) Tingkat A untuk Pati dan Pamen/PNS Golongan IV.
b) Tingkat B untuk Pama/PNS Golongan III.
c) Tingkat C untuk Bintara/PNS Golongan II. 
d) Tingkat D untuk Tamtama/PNS Golongan I.
7)  	PNS golongan I tidak diperkenankan melakukan Jaldis mutasi kecuali dalam hal mendesak atau khusus untuk tenaga teknis.
8)   	Jaldis mutasi/pindah atas dasar permohonan biaya sendiri tidak diberikan biaya Jaldis mutasi.
9)   	Perhitungan biaya Jaldis mutasi :
a)  	Biaya Jaldis mutasi yang harus diterima oleh pejalan meliputi : uang harian, ongkos angkutan barang dan ongkos angkut orang antar tempat.
b) 	Untuk perhitungan uang harian yaitu biaya penginapan, makan dan uang saku istri/suami dan anak selama 3 hari x indeks serta biaya penginapan dan makan pembantu rumah tangga selama 3 hari x indeks.
c)  	Untuk perhitungan ongkos angkutan barang melipti biaya pengepakan biaya angkut barang tingkat/gol x indeks.
d)  	Untuk perhitungan ongkos angkuta orang antar tempat yaitu jumlah pejalan x indeks.
10)   	Persyaratan administrasi :  
a) 	Kelengkapan administrasi dalam pengajuan Jaldis mutasi yaitu :
(1) 	Surat Telegram (ST)/Surat Keputusan (Skep) Jabatan yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
(2)  	Surat perintah/surat tugas.
(3)  	Surat perintah jalan.
(4) 	Daftar keluarga dan daftar barang yang disahkan Kasatker.  
b) 	Kelengkapan administrasi untuk Perwabkeu Jaldis mutasi yaitu :
(1) 	Surat perintah dari Kasatker.
(2)  	Surat perintah Jalan dari Kasatker.
(3)  	Fotocopy ST/Skep mutasi.
(4)  	Daftar Keluarga.
(5)  	Daftar barang.
(6)  	Daftar perhitungan biaya perjalanan (KU-04).
(7)	Kuitansi.
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	Rangkuman

	
	1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
3. Tunjangan kinerja (Tunkin) adalah tunjangan yang diberikan sebagai reward atas prestasi yang telah diraih oleh anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu :
a. Secara teknis, proses pencairan anggaran untuk dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu, dilakukan oleh Kapuskeu selaku KPA ke KPPN dengan menggunakan mekanisme LS dan/atau mekanisme TUP.
b. Kapuskeu Polri menyalurkan dana kepada Kabidkeu Mabes/ Polda berdasarkan keputusan otorisasi Kapolri dan/atau dokumen yang dipersamakan.
c. Dalam rangka penyaluran dana-dana tersebut, Kapuskeu Polri dan Kabidkeu Mabes/Polda membuka rekening pada bank pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
d. Dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu tetap dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dokumen Perwabkeu dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pada akhir tahun anggaran, sisa dana dari anggaran yang bersifat khusus yang tidak digunakan disetor ke kas negara.
5. Mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu yaitu :
a. Satker mengajukan permintan pembayaran kepada Kabidkeu.
b. Kabidkeu mengajukan permintaan pembayaran kepada Kapuskeu.
c. Kapuskeu menyalurkan dana kepada Kabidkeu berdasarkan keputusan otoritasi Kapolri dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu yaitu kontijensi tunjangan kinerja dan Jaldis mutasi.
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	Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu !
2. Jelaskan ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu !
3. Jelaskan mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu !
4. Jelaskan dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu !
5. Simulasikan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu !
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